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ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA
(Studi Penelitian Di Rumah Tahanan Negara Klas 1B Tanjung Pura)

Wahyu Ariefuddin Siregar”
Mhd. Arif Sahlepi, SH., M.Hum.**
Suci Ramadani, SH., MH.**

Dalam pembinaan terhadap narapidana merupakan salah satu perwujudan yang berupa
proses pembebasan bersyarat, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat
(pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi
syarat-syarat tertentu sebelum selesai menjalani masa pidananya. Rumusan masalah skripsi
ini bagaimana pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika, apa
dasar hukum bagi narapidana untuk pembebasan bersyarat dan bagaimana upaya narapidana
narkotika dan kendala Rumah Tahanan Negara Klas 1B Tanjung Pura Untuk Pembrian
Pembebasan Bersyarat.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe
penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan
(library research) dan studi lapangan (field research) yaitu Penelitian di Rumah Tahanan
Negara Klas 1B Tanjung Pura. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer
dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Berdasarkan pada maksud dan tujuan diberikannya pembebasan bersyarat terhadap
narapidana yang telah disebutkan di atas, maka nyatalah bahwa pemberian pembebasan
bersyarat terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat sangat bermanfaat dan
dibutuhkan narapidana dalam rangka memudahkan dirinya menyesuaikan dengan kehidupan
masyarakat lingkungannya.

Adapun kesimpulannya adalah Pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi
narapidana narkotika dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995. Dasar hukum bagi narapidana untuk pembebasan bersyarat diatur
dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP, Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 serta Pasal 4,
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor PM.01.PK.04-10 Tahun 2007. Upaya narapidana narkotika Rumah
Tahanan Negara Klas I1B Tanjung Pura untuk pemberian pembebasan bersyarat yaitu upaya
penangulangan yang di lakukan akan memberikan suatu penerangan sosialisasi kepada
narapidana narkotika maupun keluarganya yang datang berkunjung. Kendala untuk
pemberian pembebasan bersyarat sebagai berikut ini : narapidana, peraturan Perundang-
Undangan, petugas Rumah Tahanan Negara, administrasi, kualitas dan kuantitas petugas,
sarana dan prasarana, keluarga dan lingkungan.

Kata Kunci : Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Narkotika.

“ Mahasiswa Program Studi llmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan.
** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia, hukum terus
mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan disegala segi kehidupan manusia
demi terwujudnya tujuan nasional tidak terkecuali dalam proses pembinaan bagi
narapidana di Rumah Tahanan Negara.

Perkembangan dan kemajuan dunia, sepertinya semakin kompleks dengan
adanya berbagai macam tindakan ataupun perilaku manusia. Pola pikir dan tindakan
yang diekspresikan tersebut tak hanya berupa pola pikir atau tindakan-tindakan yang
positif akan tetapi ada juga yang berupa tindakan-tindakan yang negatif dapat
merugikan orang lain maupun diri sendiri.

Tindakan negatif tersebut biasanya disebut dengan kriminalitas, adapun
perilaku negatif tersebut bisa dikaitkan dengan pelanggaran norma-norma sosial,
agama, maupun aturan pemerintah. Biasanya pelanggaran aturan pemerintah tersebut
akan masuk ke dalam katagori kriminalitas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia,
kriminalitas adalah suatu upaya atau tindakan pelanggaran hukum yang merugikan,

baik itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain.

! Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Penelitian Bahasa, Jakarta, 2008, hal. 819.



Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukuman. Narapidana yang telah melakukan tindak pidana di bawa ke pengadilan dan
dijatuhi pidana yang setimpal. Narapidana tersebut menjadi Warga Binaan Rumah
Tahanan Negara ke dalam lingkungan masyarakat, menjadikan bertanggungjawab
terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitar atau lingkungannya.?

Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang kompleks karena dalam
tindak pidana narkotika, pelaku tindak pidana bisa menjadi sekaligus korban.
Banyaknya pelaku tindak pidana mengakibatkan bertambahnya jumlah narapidana
yang menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara. Pada saat ini sering
mendengar istilah pembebasan bersyarat (Voorwaardelijke in Vrijheidstelling/VI)
proses pembinaan tahap akhir bagi narapidana banyak orang yang belum mengetahui
tentang pembebasan bersyarat tersebut. Masyarakat awam hanya tahu bahwa
pembebasan bersyarat merupakan upaya pemerintah untuk membebaskan narapidana
atau pelaku kejahatn. Pandangan tersebut harus segera diluruskan karena dapat
menimbulkan pandangan yang negatif.

Dasar hukum pembebasan bersyarat ialah Pasal 15 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dan yang menyatakan orang yang dihukum penjara boleh
dilepaskan dengan perjanjian dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan yang menyatakan narapidana memiliki hak untuk

mendapatkan pembebasan bersyarat, apabila telah melalui %5 (dua pertiga) bagian

2 Suwarto, Individualisasi Pemidanaan, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hal. 120.



dari hukumannya yang sebenarnya dan juga paling sedikit 9 (sembilan) bulan dari
masa hukumannya.

Narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek
materil spiritual. Bahaya narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika
sampai terjadi pemakai atau pengedar narkotika secara besar-besaran di masyarakat
maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian
negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot. Hal tersebut harus
lebih dipertimbangkan lagi apabila Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak
Asasi  Manusia ingin memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana
narkotika.?

Banyaknya kasus narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, namun sudah
sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat
sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Hal tersebut
menyebabkan banyaknya pelaku narkotika yang dikenai sanski pidana penjara dan
berdampak bertambahnya narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas 11B Tanjung
Pura. Pembinaan atau penghukuman diatur lebih jelas dalam KUHP.

Dalam pembinaan terhadap narapidana merupakan salah satu perwujudan yang
berupa proses pembebasan bersyarat, yaitu pengembalian narapidana kepada
masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna

asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum selesai menjalani masa pidananya.”

® Gatoto Supramono, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 5.
* Suwarto, Op.Cit., hal. 87.



Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan KUHP
harus memenuhi syarat-syarat tertentu baru kemudian dilepaskan ke masyarakat yang
telah menyatkan siap menerimannya. Narapidana yang dianggap telah memenuhi
syarat-syarat tertentu, mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan
pembebasan bersyaratnya sebelum habis masa pidananya.

Narapidana yang dikabulkan permohonan pembebasan bersyaratnya harus
menjalani masa percobaan yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah
1 (satu) tahun. Masa percobaan merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba
terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Maksud dari diberikannya pembebasan bersyarat terhadap narapidana seperti
yang tercantum pada Nomor : M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakata yaitu memperhatikan berbagai penafsiran terhadap berlakunya
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya yang berkaitan dengan
pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak
pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi,
kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat,
serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, dengan ini dijelaskan bahwa
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diberlakukan bagi narapidana
yang putusan pidananya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 12
November 2012.°

Berdasarkan pada maksud dan tujuan diberikannya pembebasan bersyarat
terhadap narapidana yang telah disebutkan di atas, maka nyatalah bahwa pemberian

pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat sangat

® Adnan Paslyadja, Fakta dan Norma Dalam Hukum Acara, Bina Aksara, Surabaya, 1997,
hal. 47.



bermanfaat dan dibutuhkan narapidana dalam rangka memudahkan dirinya
menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat lingkungannya.

Rumah Tahanan Negara Klas Il B Tanjung Pura adalah unit pelaksana teknis
pemasyarakatan yang terletak di Tanjung pura, langkat. Tahanan kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dalam wilayah hukum langkat ditempatkan di Rutan Klas 1B
Tanjung Pura. Dalam kapasitas hunian sebanyak 165 orang, sampai sekarang Rutan
Klas 1IB Tanjung Pura di isi hampir 700 Orang. Kepadatan hunian di seluruh unit
pelaksanaan teknis pemasyarakatan di Indonesia sangatlah tidak dapat dibendung.
Oleh karenanya, Rutan Klas IIB Tanjung Pura menempatkan Narapidana juga
didalam menjalani pembinaannya sampai mereka bebas. Lebih dari separuh warga
binaan pemasyarakatan di Rutan Klas 1B Tanjung Pura adalah Tindak Pidana
Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas maka diadakan pembahasan dalam bentuk penelitian
yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PEMBEBASAN BERSYARAT
TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Rumah

Tahanan Negara Klas 11B Tanjung Pura)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana

narkotika?



2. Apa dasar hukum bagi narapidana untuk pembebasan bersyarat?
3. Bagaimana upaya narapidana narkotika dan kendala Rumah Tahanan Negara
Klas 1B Tanjung Pura Untuk Pembrian Pembebasan Bersyarat?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitiannya sebagai
berikut :
1. Untuk mengetahui pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi
narapidana narkotika.
2. Untuk memahami dasar hukum bagi narapidana untuk pembebasan bersyarat.
3. Untuk menganalisa upaya narapidana narkotika dan kendala Rumah Tahanan
Negara Klas 1B Tanjung Pura Untuk Pemberian Pembebasan Bersyarat.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
Manfaat akademis menceritakan sebagai syarat dalam menyelesaikan
program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan.
2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan
wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan

penegakan hukum pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika.



3. Manfaat Praktis
Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan,
penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa
penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari

yaitu penegakan hukum pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berbeda dari peneliti-peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya,
sebagai pertimbangan hasil dari penelitian-penelitian lain akan dipaparkan sebagai
berikut :

1. Penelitian dari Arinal Nurrisyad Hanum(2012) yang berjudul, ” Pelaksanaan
Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana di Lembaga
Pemasyarakatan Purwokerto” lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan
Klas lla Purwokerto. Dari penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat
tentang bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat kepada
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto. Penulis penelitian ini
menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di
lembaga pemasyarakatan Purwokerto dianggap telah berhasil dilakukan yang
dihimpunnya dari perbandingan data pembebasan bersyarat tahun 2007
sampai dengan 2011 yang telah realisasi pelaksanaannya dengan baik dan

lancar.



2. Penelitian dari Leni Ainurrohmah (2013) yang berjudul, Pemidanaan bagi
Narapidana Bagi Pelaku Kejahatan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Klas lla Yogyakarta, lokasi penelitian di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Klas lla Yogyakarta. Dari penelitian ini, rumusan
masalah yang diangkat tentang apakah metode yang diterapkan di Lembaga
Pemasyarakatan Klas lla Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan
pembinaan yang ada. Penulis penelitian ini menyimpulkan bahwa pembinaan
yang di lakukan sesuai dengan peraturan pembinaan adalah pembinaan
narapidana berdasarkan atas golongaannya, pembinaan agama, pembinaan
perawatan jasmani dan rohani, pembinaan pelayanan dan kesehatan,
pembinaan Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan bersyarat dan Cuti Bersyarat

3. Penelitian dari Andi M. Erwin Febrian (2016) yang berjudul, ”Pelaksanaan
Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana Menurut UU No. 12 Tahun
1995 (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Makassar Periode
2012-2015), lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas | A Makassar.
Dari penelitian ini, rumusan masalah yang diangkat tentang bagaimana
pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat menurut UU No. 12 tahun 1995
yaitu tentang bagaimana aturan perundangan-undangan tentang pembebasan
bersyarat. Penulis penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan perundang-
undangan tentang pembebasan bersyarat yang diberlakukan sampai saat ini

yakni berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 yang tetap menjadi acuan dalam



pelaksaan pembebasan bersyarat di Lapas Klas I A Makassar Periode 2012-

2015.

F. Tinjauan Pustaka

1.

Pengertian Pembebasan Bersyarat

Menurut Pasal 1 angka 7 Peratuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
menyatakan pembebasan bersyarat ialah proses pembinaan di luar LAPAS
setelah menjalani sekurang-kurangnya /5 (dua per tiga) masa pidananya minimal
9 (sembilan) bulan.

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas dan Cuti Bersyarat menyatakan pembebasan bersyarat, cuti menjelang
bebas dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan
narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat
setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pembebasan bersyarat merupakan bagian dari fungsi Rumah Tahanan atau
Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem

peradilan pidana Indonesia yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.®

® petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo

Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, Indhill Co, Jakarta, 2008, hal. 23
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Pembebasan bersyarat dimaksudkan sisa pidana terakhir dalam rangka
pengembalian terpidana dengan baik ke masyarakat.’
2. Pengertian Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan menyatakan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana
hilang kemerdekaan di LAPAS.

Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,
Asimilasi, Cuti Mengunjung Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
Bebas dan Cuti Bersyarat menyatakan narapidana adalah terpidana yang
menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana menurut kamus bahasa Indonesia ialah orang hukuman (orang
yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.® Narapidana menurut
kamus hukum diartikan orang yang menjalani pidana dalam Lembaga
Pemasyarakatan.®

Narapidana merupakan seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan
telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan
dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum ialah

orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari

" E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya,
Cetakan Ke-3, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal. 473.

® Marini Mansyur, Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi
Kasus Rutan Klas 1A Makassar), Unhas Skripsi, Makassar, 2011, hal. 14.

° Dahlan, M.Y. Al-Barry, Kamus Induk Istilah llmiah Seri Intelectual, Target Press, Surabaya,
2003, hal. 53.
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keluaganya. Sebab itu narapidana memerlukan perhatian yang cukup dari petugas
Rumah Tahanan Negara, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.*°
3. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahn 2009 tentang
Narkotika menyatakan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang
dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-
undang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman, baik sintentis maupun semisintentis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika atau narkotic berasal dari kata Narcois yang berarti Narkose atau
menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan. Dalam pengertian lain

narkotika adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau

19 Andi M. Erwin Febrian, Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Narapidana
Menurut UU No 12 Tahun 1995 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas | A Makassar
Periode 2012-2015), UIN Alauddin, Makassar, 2016, hal. 17.
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pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf
sentral M

Narkotika secara umum ialah zat yang dapat menimbulkan perubahan
perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut
mempengaruhi susunan saraf pusat.*?

Narkotika merupakan sejenis zat yang bila dipergunakan dimasukkan
dalam tubuh akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh
tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan-khayalan

(halusinasi).*®

G. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu
dimana penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang benar-
benar spesifikasi mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana
bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan

gejala lain.

1 M. Wresniworo, Masalah Narkotika, Psikotropika dan Obat-Obat Berbahaya, Yayasan Mitra
Bintibmas, Jakarta, 1999, hal 403.

12 satgas Luhpen Narkoba Mabes Polri, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba,
Psikologis, Medis, Religius, Dit. Binmas Polri, Jakarta, 2001, hal. 3.

3 Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia, Karya Nusantara,
Bandung, 1990, hal. 9.
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Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, yakni
penelitian ini mencari kebenaran kuantitas dengan memperoleh data-data yang
dapat dihitung secara kuantitas.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu
penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat
dengan melihat dari sudut pandang empiris.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah

a. Penelitian kepustakaan (Library Research) vyaitu penelitian dengan
menggunakan literatur buku, majalah, jurnal, internet dan sumber lainnya.

b. Penelitian lapangan (Field Research) yaitu Wawancara langsung dengan
Bapak Iriadi, S.H. selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan di Rumah Tahanan
Negara Klas 11B Tanjung Pura.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui
wawancara langsung dengan Bapak Iriadi, S.H. selaku Kasubsi Pelayanan
Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas 1IB Tanjung Pura dan laporan
dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti serta

kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.
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b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi,
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian
dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data
sekunder terdiri atas :

1) Bahan Hukum Primer : Bahan hukum yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat serta Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku,
tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek
penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum.

6. Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data
kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum
berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin,

prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.
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Analisis ialah proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang
lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Analisis data kualitatif
merupakan upaya Yyang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelolah, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain.**

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif
tidak dimulai dari deduksi teori namun dimulai dari fakta empiris. Peneliti dapat
terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik
kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti
harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah
menjadi hasil penelitian.

Analisis data digunakan untuk memaparkan mekanisme yang diperoleh dan
selanjutnya memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut sehingga menjadi

sebuah bentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan
Bab | berisi Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode

Penelitian dan Sistematika Penulisan.

4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009,
hal. 248.
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Bab 11 berisi Pengaturan Hukum Untuk Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana
Narkotika terdiri dari Hak dan Kewajiban Narapidana, Syarat-Syarat dan Tata Cara
Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika serta Pengaturan
Hukum Untuk Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika.

Bab I11 berisi Dasar Hukum Bagi Narapidana Untuk Pembebasan Bersyarat
terdiri dari Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat, Faktor Pemberian Pembebasan
Bersyarat dan Praktek Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika.

Bab IV berisi Upaya Narapidana Narkotika dan Kendala Rumah Tahanan
Negara Klas 1B Tanjung Pura Untuk Pemberian Pembebasan Bersyarat terdiri dari
Gambaran Tentang Rumah Tahanan Negara Klas 1IB Tanjung Pura, Pelaksanaan
Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika Di Rumah
Tahanan Negara Klas 1I1B Tanjung Pura dan Upaya Narapidana Narkotika dan
Kendala Rumah Tahanan Negara Klas 1IB Tanjung Pura Untuk Pemberian
Pembebasan Bersyarat.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB Il

PENGATURAN HUKUM UNTUK PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA NARKOTIKA

A. Hak dan Kewajiban Narapidana

Konsep dari Hak Asasi Manusia memiliki 2 (dua) pengertian dasar, yang
pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak adalah
hak-hak moral yang berasal dari kemanusian setiap insan dan hak-hak tersebut
bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum,
yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik
secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak tersebut adalah
persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk
pada hak-hak dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang
pertama tersebut di atas.™

Kesadaran manusia terhadap Hak Asasi Manusia bermula dari kesadaran
terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya
hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan
demikian Hak Asasi Manusia bukan hal yang baru lagi.'®

Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti Hak Asasi

Manusia, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia
pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi

5 Syahruddin, Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan
Hubungan Biologis Suami Istri, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,
Makassar, 2010, hal. 11.

16 Naning Ramdlon, HAM Di Indonesia, Lembaga Kriminologi Ul, Jakarta, 2003, hal. 8.
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Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-
Undang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga
binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan
yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan
pidana."’

Hak narapidana dapat dilihat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi sebagai berikut narapidana

berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

5. Menyampaikan keluhan;

6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang
tidak dilarang;

7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;

9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;

12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;

7 Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap

Penegakan HAM Di Indonesia, Perpustakaan FH Unair, Makassar, 2009, hal. 149.
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13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Hak narapidana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
sebagai berikut :

a. Hak ibadah diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4;

b. Hak perawatan rohani dan perawatan jasmani diatur dalam Pasal 5 sampai
dengan Pasal 8;

c. Hak pendidikan dan pengajaran diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13;

d. Hak pelayanan kesehatan dan makanan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan
Pasal 25;

e. Hak keluhan diatur dalam Pasal 26;

f.  Hak bahan bacaan dan siaran media massa diatur dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 28;

g. Hak upah dan premi diatur dalam Pasal 29;

h. Hak kunjungan diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33;

I.  Hak remisi diatur dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 35;

J. Hakasimilasi dan cuti diatur dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 42;

k. Hak pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48;

I.  Hak cuti menjelang bebas diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 50;

m. Hak-hak Lain diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53.
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Kewajiban narapidana dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi : Narapidana wajib
mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.

Hak dan kewajiban narapidana merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola
pembinaan yang dilakukan oleh para petugas yang berada di Rumah Tahan Negara
maupun di Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat
apakah petugas benar-benar memperhatikan hak narapidana dan apakah narapidana
juga sadar selain ada haknya juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan
dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik
antara petugas yang berada di Rumah Tahan Negara maupun di Lembaga

Pemasyarakatan dan para narapidana.

B. Syarat-Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap

Narapidana Narkotika

Syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika
berbeda dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) pada umumnya. Dapat dilihat
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti
Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan juga
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengharuskan Warga Binaan
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Pemasyarakatan (WBP) tersebut telah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral

Pemasyarakatan. Pertimbangan yang dimaksud ialah  Direktur Jenderal

Pemasyarakatan wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan

rasa keadilan masyarakat.

Berikut ini syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana
narkotika dapat dilihat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
Bersyarat, sebagai berikut :

Pasal 5 Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan dapat diberi Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, apabila
telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

Pasal 6 ayat (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang

harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah :

a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan
yang menyebabkan dijatuhi pidana;

b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral
yang positif;

c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun
dan bersemangat;

d. Masyarakat dapat menerima program Kkegiatan pembinaan

Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
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Berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah

mendapat hukuman disiplin untuk :

1)

2)

3)

Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam)
bulan terakhir;

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas
sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan
terakhir;

Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam)

bulan terakhir;

Masa pidana yang telah dijalani untuk :

1)

2)

3)

4)

Asimilasi, %2 (setengah) dari masa pidananya;

Pembebasan Bersyarat, 2/; (dua pertiga) dari masa
pidananya, dengan ketentuan %5 (dua pertiga) masa pidana
tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;

Cuti Menjelang Bebas, %5 (dua pertiga) dari masa
pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi
terakhir paling lama 6 (enam) bulan;

Cuti Bersyarat, %/ (dua pertiga) dari masa pidananya dan
jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan
ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak
pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung

sebagai masa menjalani pidana;
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ayat (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang

harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah :

a.

Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran
yang dilakukan;

Telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
Berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan
tekun dan bersemangat;

Masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara
yang bersangkutan;

Berkelakuan baik;

Masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk :

1) Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

2) Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pasal 7 Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus

dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

a.

b.

Kutipan putusan hakim (ekstrak vonis);

Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing

Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana

dan

Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali

Pemasyarakatan;

Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
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Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang
bersangkutan;

Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib
yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan selama
menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;
Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi,
remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN;

Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, seperti pihak keluarga,
sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh
Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala
desa;

Bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan
syarat tambahan;

Surat jaminan dari Kedutaan Besar/Konsulat negara orang asing yang
bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tidak
melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Asimilasi,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat;
Surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status

keimigrasian yang bersangkutan.

Pasal 8 Perhitungan menjalani masa pidana dilakukan sebagai berikut :

a.

Sejak ditahan;
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b. Apabila masa penahanan terputus, perhitungan penetapan lamanya masa
menjalani pidana dihitung sejak penahanan terakhir;
c. Apabila ada penahanan rumah dan/atau penahanan kota, maka masa
penahanan tersebut dihitung sesuai ketentuan yang berlaku;
d. Perhitungan /s, ¥ atau %/ masa pidana adalah /3, %, atau %5 kali (masa
pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.
Pasal 9 ayat (1) Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti
Bersyarat tidak diberikan kepada :
a. Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang
kemungkinan akan terancam jiwanya,
b. Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara seumur
hidup.
ayat (2) Warga negara asing yang diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat,
Cuti Menjelang Bebas, atau Cuti Bersyarat nama yang bersangkutan
dimasukkan dalam Daftar Pencegahan dan Penangkalan pada
Direktorat Jenderal Imigrasi.
ayat (3) Narapidana warga negara asing yang akan dimasukkan dalam
Daftar Pencegahan dan pencekalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Berikut ini syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana

narkotika menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan
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Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

Pasal 43 ayat (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak

ayat (2)

ayat (3)

ayat (4)

Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan syarat :

a. Telah menjalani masa pidana paling singkat %5 (dua per tiga)
dengan ketentuan %/; (dua per tiga) masa pidana tersebut
paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling
singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal
’l5 (dua per tiga) masa pidana;

c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan
bersemangat;

d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan
Narapidana.

Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah

menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan

Menteri.
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ayat (5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik
Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

ayat (6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan  Bersyarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan

Menteri”.

Pasal 43A ayat (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang
dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika
dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan
terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang
berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan :

a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk
membantu membongkar perkara tindak pidana yang
dilakukannya;

b. Telah menjalani sekurang-kurangnya %/s (dua per tiga) masa
pidana, dengan ketentuan %; (dua per tiga) masa pidana
tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit ¥2 (satu per dua)

dari sisa masa pidana yang wajib dijalani;



ayat (2)

ayat (3)

Pasal 43B ayat (1)

ayat (2)
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d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas
kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan
menyatakan ikrar :

1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara
Indonesia;

2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana
terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara
Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana
terorisme.

Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana

narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak

hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A

ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan

pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Direktur ~ Jenderal Pemasyarakatan dalam  memberikan

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib



ayat (3)

ayat (4)
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memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan

rasa keadilan masyarakat.

Direktur ~ Jenderal Pemasyarakatan dalam  memberikan

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni :

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional
Penanggulangan Terorisme dan/atau Kejaksaan Agung
dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak
pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara,
kejahatan hak asasi manusia yang berat dan/atau kejahatan
transnasional terorganisasi lainnya;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika
Nasional dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana
dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan
prekursor narkotika, psikotropika;

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung
dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal
Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana
korupsi.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan

secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling
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lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan
rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

ayat (5) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis,
Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan
Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.

ayat (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan

Menteri”.

Persetujuan dalam pemberian ditetapkan dengan Keputusan Menteri yaitu

Pasal 43B Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan :

1.

2.

Pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan
pertimbangan dari Dirjen PAS.

Dirjen PAS dalam memberikan pertimbangan wajib memperhatikan
kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat
serta wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait seperti Polri, BNPT,
dan/atau Kejagung;

Rekomendasi disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka
waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan
rekomendasi dari Dirjen PAS.

Jika telah lewat waktu 12 hari, instansi terkait tidak menyampaikan
rekomendasi secara tertulis, Dirjen PAS menyampaikan pertimbangan
pembebasan bersyarat kepada Menteri.*®

'8 Baharuddin Suryobroto, Pemasyarakatan, Masalah dan Analisa, Prisma, Jakarta, 2006,

hal. 27.
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Syarat-syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat terhadap
narapidana narkotika diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,
Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
Bersyarat pada Bab V Bagian Kesatu yaitu :

Pasal 49 ayat (1) Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan
Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah
memenuhi syarat :

a. Telah menjalani masa pidana paling singkat ?/5 (dua per tiga),
dengan ketentuan %/ (dua per tiga) masa pidana tersebut
paling sedikit 9 (sembilan) bulan;

b. Berkelakuan Baik selama menjalani masa pidana paling
singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal
’l5 (dua per tiga) masa pidana;

c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan
bersemangat;

d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan
Narapidana.

ayat (2) Pembebasan Bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah
menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 50 ayat (1) Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen :
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Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan

putusan pengadilan;

Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali

pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment

kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;

Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh

Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala

Bapas;

Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana

pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan

Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;

Salinan register F dari Kepala Lapas;

Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;

Surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik

Pemasyarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar

hukum;

Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang

diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang

menyatakan bahwa :

1) Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan
melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan

melanggar hukum;
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2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi
Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan selama

mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

ayat (2) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3)

ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri

dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja

terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan

Bersyarat tetap diberikan.

Bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan warga negara

asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), harus juga melengkapi dokumen :

a.

Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati

persyaratan yang telah ditentukan dari:

1) Kedutaan besar/konsulat negara;

2) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab
atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, atau Anak
Didik Pemasyarakatan selama berada di wilayah
Indonesia.

Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat

imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang

bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin

tinggal;
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c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat
NCB-Interpol Indonesia.
ayat (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi.
Pasal 52 Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika
dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat :
a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
b. Telah menjalani paling sedikit %5 (dua per tiga) masa pidana, dengan
ketentuan /3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit
9 (sembilan) bulan;
c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit ¥2 (satu per dua) dari sisa
masa pidana yang wajib dijalani.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas syarat-syarat dan tata cara pemberian
pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika dapat disimpulkan yaitu :
Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat sebagai berikut ini :

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat %5 (dua per tiga), dengan

ketentuan /5 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan)
bulan;
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2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat

9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal % (dua per tiga)

masa pidana;

Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat;

4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
Pembebasan bersyarat dapat diberikan bagi Anak Negara setelah menjalani
pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.*®

w

C. Pengaturan Hukum Untuk Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana

Narkotika

Pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika
dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah adalah
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dan berfungsi untuk
menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang baik yang secara tegas-tegas
maupun secara tidak tegas menyebutnya.

Peraturan Pemerintah dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang
masih secara umum diatur dalam suatu undang-undang. Dalam suatu undang-undang
apabila ada suatu aturan atau ketentuan yang memerlukan pelaksanaan pengaturan
yang lebih lanjut dan pengaturan tersebut dikehendaki dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika
sebagai hak dari warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang tentang

Pemasyarakatan hanya diatur dalam satu pasal dan ayat saja yaitu Pasal 14 ayat (1)

1% Bambang Poernomo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 77.
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huruf k yang menyatakan Narapidana berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
Pengaturan lebih lanjut, maka pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan kemudian dirubah lagi dengan perubahan kedua yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah dari Undang-Undang tentang Pemasyarakatan kembali
mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan semakin memperketat syarat-syarat
pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana khusus yang termasuk
didalamnya tindak pidana narkotika.

Dalam konsideran menimbang bahwa Peraturan Pemerintan Nomor 99
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan

Pemasyarakatan disebutkan secara langsung tindak pidana narkotika sebagai salah
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satu tindak pidana luar biasa yang dalam pemberian hak-hak narapidananya seperti
hak untuk mendapatkan pembebasan perlu diperketat lagi sehingga selain sebagai
peraturan pelaksana dari Undang-Undang tentang Pemasyarakatan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan juga berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut
mengenai pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tidak berlaku surut atau disebut
dengan non-retroaktif. Asas non-retroaktif diatur dalam dalam Pasal 28l ayat (1)
UUD 1945 yang berbunyi : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi
dalam keadaan apapun”.

Di dalam hukum pidana, asas tersebut dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1)
KUHP vyaitu : “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan
ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”.

Tidak berlaku surutnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan berarti peraturan
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pemerintah berlaku terhadap narapidana yang putusannya berkekuatan hukum tetap
setelah tanggal diberlakukannya peraturan pemerintah yaitu tanggal 12 November
2012 sedangkan terhadap narapidana yang perkaranya sudah inkracht sebelum
tanggal tersebut, pelaksanaan pemberian haknya tetap dengan menggunakan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Melalui Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan menyatakan pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak
narapidana yang harus dihormati. Pembebasan besyarat atau disebut juga pelepasan
bersyarat tidak imperatif atau otomatis. Dikatakan dapat diberikan pembebasan
bersyarat.?’ Dalam ketentuan tersebut kata dapat menunjukkan bahwa pembebasan
bersyarat mungkin saja tidak diberikan terhadap narapidana.

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika sering dipandang

masyarakat sebagai suatu hal yang bertentangan dengan tujuan pemerintah

untuk memberantas dan memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan
narkotika. Hal ini sesuai dengan maraknya peredaran narkotika ditengah
masyarakat, penyalahgunaan narkotika yang berkaitan erat dengan peredaran
gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan
gelap narkotika agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply
meningkat, terjalinnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban
membuat korban sulit untuk melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan

tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya
kebutuhan dan ketergantungan akan narkotika.”!

2 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya, Sofmedia,
Jakarta, 2012, hal. 286.

2! Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan
Keluarganya, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 1.
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DASAR HUKUM BAGI NARAPIDANA UNTUK
PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam
rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan
pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14
ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat dapat juga dilihat pada
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Beberapa dasar hukum pembebasan bersyarat yang diuraikan sebagai berikut
ini:
1. Pembebasan bersyarat secara umum diatur dalam Pasal 15 KUHP dan Pasal 16

KUHP yaitu :

Pasal 15 ayat (1) Jika terpidana telah menjalani %/ (dua pertiga) dari lamanya
pidana yang penjara yang dijatuhkkan kepadanya, sekurang-
kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, maka ia dapat dikenakan
pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalanai bebrapa

pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

39
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ayat (3)

ayat (4)

ayat (5)
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Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pada
suatu masa perubahan, serta ditetapkan syarat-syarat yang
harus dipenuhi selama masa percobaan.

Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana
penjara yang belum dijalani, ditambah 1 (satu) tahun. Jika
terpidanan ada di dalam tahanan yang sah, maka waktu itu
tidak termasuk masa percobaan.

Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa
terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan
lain yang tidak baik.

Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khsuus
mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi
kemerdekaan beragaman dan kemerdekaan berpolitik.

Yang diserahi mengawasi supaya segala syarat yang dipenuhi
ialah pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat (1).

Agar supaya syarat-syarat dipenuhi, dapat diadakan
pengawasan Kkhusus yang semata-mata harus bertujuan
memberi bantuan kepada terpidana.

Selama masa percobaan, syarat-syarat dapat diubah atau di
hapus atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru, begitu

juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus
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itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada oarng yang
semula diserahi.

Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas
yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-
hal yang tersebut dalaam ayat di atas dijalankan, maka orang
itu diberi surat pas yang baru.

Jika orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa
percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat
tersebut dalam surat pasnya, hal-hal di atas dilakukan.
Menteri Kehakiman dapat menghentikan peelpasan bersyarat
tersebut untuk sementara waktu.

Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai
menjalani pidana lagi, tidak waktu pidananya.

Jika 3 (tiga) bulan pada masa percobaan habis, pelepasan
bersyarat tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika sebelum
waktu 3 (tiga) bulan lewat, terpidana dituntut karena
melakukan tindak pidana pada masa percobaan dan tuntutan
berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap.
Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu 3 (tiga)
bulan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu 3 (tiga)

bulan stelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan
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bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa
percobaan.

Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri
Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari
pengurus penjara tempat terpidana setelah mendapat
keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum
menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan
Reklasering Pusat yang tugasnya diatur oleh Menteri
Kehakiman.

Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal
tersebut dalam Pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri
Kehakiman atas usul atau setelah mendapatkan kabar dari
jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutus, harus ditanya
lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.

Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah
jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan
bersyarat orang yang dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna
menjaga ketertiban umum. Jika ada sangkaan yang beralasan
bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal
yang melanggra syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya,
jaksa harus segera memberitahukan penahanan ini kepada

Menteri Kehakiman.
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ayat (4) Waktu penahanan paling lama 60 (enam puluh) hari. Jika

penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara
waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu
dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari
tahanan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

pada Pasal 14 ayat (1) huruf k.

Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah

menyangkut masalah syarat-syarat administratif dan syarat substantif dalam

Pemberian Pembebasan Bersyarat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

PM.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat

yang diatur dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan

Pasal 17.

Pada prinsipnya untuk dasar hukum pemberian pembebasan bersyarat yang

mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

PM.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan

Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat ditujukan pada Warga Binaan

Pemasyarakatan untuk memperoleh hak-haknya dalam mendapatkan pembebasan
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bersyarat dengan ketentuan yang harus memenuhi syarat-syarat administratif dan
syarat-syarat substantif yang telah ditentukan.

Pembebasan bersyarat tersebut tidak akan diberikan kepada Warga Binaan
Pemasyarakatan yang terancam jiwanya, Warga Binaan Pemasyarakatan yang diduga
akan melakukan tindak pidana lagi dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang
menjalani pidana penjara seumur hidup, sedangkan wewenang pemberian
pembebasan bersyarat berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau
pejabat yang ditunjuk untuk hal tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku seperti Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia dan Kepala Lembaga Pemaysarakatan setempat.

B. Faktor Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana disebabkan oleh faktor over
capacity (penghuni lembaga pemasyarakatan melebihi kapasitas) dalam Lembaga
Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana
bertujuan untuk membangkitkan motivasi atau dorongan diri narapidana dan anak
didik di lembaga pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan. Tujuan
pembinaan adalah pemasyarakatan.??

Yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, akan tetapi dibina kemudian
dimasyarakatkan. Tujuan dari pembinaan adalah pemasyarakatan dapat dibagi dalam

3 (tiga) hal yaitu :

22 C.1. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 47.
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1. Setelah ke luar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi melakukan tindak
pidana.

2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun
bangsa dan negaranya.

3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan
kebahagian di dunia dan di akhirat.

Selain itu, pemberian pembebasan bersyarat dapat memberikan kesempatan
terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan
keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah
bebas menjalani pidana dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam

penyelenggaraan pemasyarakatan.

C. Praktek Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Narkotika

Pembebasan bersyarat berbeda dengan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat,
cuti menjelang bebas tidak bertujuan untuk mengakhiri hukuman, sebab narapidana
dan anak didik pemasyarakatan kecuali anak sipi yang telah selesai menjalani cuti
menjelang bebas dan cuti bersyarat akan kembali lagi ke dalam Lembaga
Pemasyarakatan untuk menyelesaikan masa hukumannya, sedangkan pembebasan
bersyarat bertujuan untuk mengakhiri hukumannya.

Tujuan dari adanya pembebasan bersyarat untuk memudahkan narapidana
kembali ke masyarakat (resosialisasi), serta mendorong narapidana untuk berkelakuan

baik selama masa hukumannya dipenjara. Pada dasarnya pembebasan bersyarat
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memberikan kesempatan bagi narapidana untuk lebih cepat membaur dengan
masyarakat dengan cara menjalani sisa waktu hukumannya di luar lembaga
pemasyarakatan.

Selain dari pada itu ada pengertian tentang Pembebasan Bersyarat menurut
Pasal 15 ayat (1) KUHP yang telah diuraikan di atas sebelumnya. Pembebasan
bersyarat menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan perintah 10 (sepuluh)
wajib pemasyarakatan. Perintah tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas
pelayanan berdasarkan asas pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak warga
binaan. Substansi dari 10 (sepuluh) wajib pemasyarakatan tersebut adalah
menjunjung tinggi hak warga binaan pemasyarakatan, bersikap welas asih dan tidak
menyakiti, adil, menjaga rahasia, memperhatikan keluhan dan keadilan masyarakat,
menjaga kehormatan dan menjadi teladan, waspada dan peka terhadap ancaman,
sopan dan tegas, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan
keamanan.

Tujuan pemidanaan reformatif adalah memperbaiki kembali para narapidana,
yang mempunyai nama lain rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha
untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada
individu narapidana. Sehubungan dengan tujuan pemidanaan tersebut adalah tidak
layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, akan tetapi dengan

maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah.
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Beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi
Narapidana yang salah satunya adalah orang yang tersesat harus diayomi dengan
memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.

Pejabat yang berwenang memberikan pembebasan bersyarat, cuti menjelang
bebas dan cuti bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti
Bersyarat, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia setempat atas nama Menteri untuk Cuti Menjelang Bebas atau Cuti
Bersyarat dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan bagi Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk Pembebasan Bersyarat.



BAB IV

UPAYA NARAPIDANA NARKOTIKA DAN KENDALA RUMAH TAHANAN
NEGARA KLAS I1B TANJUNG PURA UNTUK PEMBERIAN
PEMBEBASAN BERSYARAT

A. Gambaran Tentang Rumah Tahanan Negara Klas 1B Tanjung Pura

Istilah Pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Almarhum Bapak
Saharji, SH (Mentri Kehakiman pada saat itu) pada tanggal 5 Juli 1963 alam pidato
penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Indonesia.
Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan pidana penjara.

Satu tahun kemudian, pada tanggal 27 April 1964 dalam Konfersi jawatan
Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang Bandung, istilah Pemasyarakatan dalam
konfersi tersebut dinyatakan dalam suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar
hukum dan sebagai penejawan tahanan keadilan yang bertujuan untuk mencapai
reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan warga binaan Pemasyarakatan
dengan masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang
telah dilaksanakan sejak tahun 1964 semakin mantap dengan diundangkannya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan.

Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun1995 tentang Pemasyarakatan maka
semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan, sebagai

tahanan menggenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan
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Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara
Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi
sehingga dapat diterima oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembanunan
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Rumah Tahanan Negara Klas II1B Tanjung Pura berada di tepi jalan lintas yang
beralamat di Jalan Tanjung Pura Kabupaten Langkat yang dahulunya adalah gedung
penjara. Rumah Tahanan Negara Klas 1IB Tanjung Pura terhadap anak pidana
digabung menjadi satu dengan narapidana wanita dan narapidana dewasa. Walaupun
secara blok dipisahkan akan tetapi dalam berbagai kegiatan dijadikan satu, sehingga
pada saat digabungkan menjadi satu pada suatu kegiatan bukan tidak mungkin
narapidana dewasa akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap narapidana anak
di dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1B Tanjung Pura.

Disampingkan itu sebagian besar dari narapida dewasa adalah narapidana
dengan latar belakang tindak pidana penyalahgunaan dan pengedar narkotika,
sehingga apabila hal ini terus dibiarkan akan berbahaya bagi proses pembinaan
terhadap Anak Pidana pada Rumah Tahanan Negara Klas I1IB Tanjung Pura.
Berdasarkan pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka kegiatan pembinaan terhadap
narapidana di dilakukan penggolangan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana
yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau

perkembangan pembinaan.
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Tabel 1. Penghuni Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura dan
Klasifikasi Narapidana Narkotika Tahun 2018

Narapidana

Bulan Pidana Umum Narkotika Tahanan Total
Januari 104 73 387 491
Februari 114 95 353 467
Maret 115 121 368 483
April 199 106 366 565
Mei 151 131 428 579
Juni 130 120 435 565
Juli 134 118 439 573
Agustus 145 101 431 576
September 102 95 439 541
Oktober 106 113 447 553
November 91 117 463 554
Desember 92 115 455 547

Sumber : Data diolah dari Dokumen Rutan Klas 11B Tanjung Pura

B. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana

Narkotika Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura

Sebelum adanya pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap
narapidana narkotika haruslah ada pembinaan terlebih dahulu terhadap narapidana
narkotika agar dapat terwujudnya proses pembebasan bersyarat tersebut. Pembinaan
narapidana narkotika dalam wujud tahap-tahap proses pemasyarakatan yaitu proses
pembinaan yang termasuk didalamnya program-program perawat kerohanian maupun
jasmani.

Setiap pembinaan ada petugas pemasyarakatan yang di tunjuk sebagai petugas
Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang bertugas untuk selalu memantau

perkembangan narapidana narkotika yang baik perilakunya setelah menjalani ’l5 (dua
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per tiga) masa pidana dan dapat diusulkan program reintegrasi kemasyarakatan. Salah
satu wujud pembinaan tersebut adalah pembebasan bersyarat yang merupakan salah
satu hak narapidana narkotika yang harus berkelakukan baik dan memenuhi
persyaratakan yang telah diberikan.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika
tersebut tidak boleh di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun apabila pelaksanaan pemberian pembebasan
bersyarat terhadap narapidana narkotika tersebut dilaksanakan di luar dari ketentuan
yang berlaku, maka pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan
sanksi adminstratif dan bahkan dapat juga dikenakan sanksi pidana penjara sesuai
dengan besar atau kecilnya kesalahan yang telah dilakukan.?®

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
PM.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan
Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyatakan pelaksanaan
pembebasan besyarat narapidana narkotika bertujuan :

1. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik
pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan;

2. Memberi kesempatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk
pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah

masyarakat setelah bebas menjalani pidana;

2% suandi Fernando Pasaribu, Pembebasan Bersyarat (PB) Bagi Penyalahguna Narkotika Di
Lembaga Pemasyarakatan Klas | Tanjung Gusta Medan, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015,
hal. 73.
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3. Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan

pemasyarkatan.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika di

Rumah Tahanan Negara Klas 1B Tanjung Pura yaitu :

a.

Untuk menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan penyebab
dijatuhi pidana. Hal tersebut membutuhkan perhatian dari para petugas/
pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura agar lebih aktif
memperhatikan setiap narapidana yang bertujuan sebagai indikator
terlaksananya hal tersebut.

Untuk menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral positif.
Indikator terlaksananya hal tersebut adalah berawal dari para petugas/
pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura yang tetap
memperhatikan setiap sikap dan tingkah laku dari narapidana yang telah
mengalami perubahan yang bersifat positif.

Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun semangat.
Indikator berhasilnya para narapidana dalam mengikuti program kegiatan
pembinaan di Rumah Tahanan Negara Klas 1B Tanjung Pura tersebut
didasari dari sarana dan prasarana harus memadai serta didukung oleh
Sumber Daya Manusia yang handal dari para petugas/pegawai Rumah
Tahanan Negara Klas 11B Tanjung Pura.

Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana dan
anak pidana yang bersangkutan. Hal ini dapat terwujud jika program
pembinaan dalam reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik dan benar,
sehingga masyarakat di sekitar Rumah Tahanan Negara Klas 1B Tanjung
Pura mendapat manfaat positif dari program-program pembinaan yang
diterapkan di Rumah Tahanan Negara Klas 1I1B Tanjung Pura.

Berkelakuan baik selama menjalani pidana, pembinaan dan pendidikan
serta tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin untuk pembebasan
bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (bulan) bulan terakhir.
Narapidana yang kemungkinan akan terancam jiwanya. Para petugas/
pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura harus tanggap
akan keberadaan diri pribadi dari setiap narapidana jika seandainya
diberikan pembebasan bersyarat tersebut dapat merugikan atau
membahayakan jiwa dari narapidana, maka sebaiknya pembebasan
bersyarat tidak perlu diberikan.

Warga Negara Asing sebagai narapidana yang dimasukkan dalam daftar
pencegahan dan penangkalan (CEKAL) pada Direktorat Jendral Imigrasi.
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Hal tersebut untuk mencegah dari para narapidana Warga Negara Asing
melarikan diri ke Negara asalnya atau ke Negara lain.**
Data-data yang mendapat pemberian pembebasan bersyarat terhadap
narapidana narkotika di Rumah Tahanan Negara Klas 1IB Tanjung Pura sebagai
berikut :

Tabel 2. Pengusulan Pembebasan Bersyarat Perkara Narkotika di Rumah
Tahanan Negara Klas 11B Tanjung Pura dari Tahun 2016-2018

Nomor Tahun Jumlah
1. 2016 25 Kasus
2. 2017 32 Kasus
3. 2018 45 Kasus

Sumber : Data Diolah dari Dokumen Rutan Klas 1B Tanjung Pura

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa tiap tahunnya
pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika di
Rumah Tahanan Negara Klas 1B Tanjung Pura semangkin meningkat tiap tahunnya
sehingga dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana narkotika di
Rumah Tahanan Negara Klas 11B Tanjung Pura sudah berjalan dengan cukup baik,
dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada sehingga

pelaksanaan tersebut berjalan sedemikian mungkin.

# Hasil wawancara dengan Bapak lIriadi selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan pada Rumah
Tahanan Negara Klas 1B Tanjung Pura.
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C. Upaya Narapidana Narkotika dan Kendala Rumah Tahanan Negara
Klas 1B Tanjung Pura Untuk Pemberian Pembebasan Bersyarat

Upaya narapidana narkotika Rumah Tahanan Negara Klas 1IB Tanjung Pura
untuk pemberian pembebasan bersyarat yaitu upaya penangulangan yang di lakukan
akan memberikan suatu penerangan sosialisasi kepada narapidana narkotika maupun
keluarganya yang datang berkunjung, juga mengaktifkan dan memproaktifkan wali-
wali narapidana yang diangkat menjadi petugas. Hal tersebut menjadi pendorong bagi
narapidana tersebut dalam kesadaran yang baik untuk tidak mengulangi kesalahan
dan perbuatannya berdekatan dengan narkotika di dalam rutan maupun nantinya
setalah kembali kepada keluarganya.

Wali sebagai tempat konsultasi untuk menyampaikan keluhan yang berkaitan
dalam pembinaan juga mensosialisasikan bagaimana mekanisme tentang apa yang
dilakukan narapidana narkotika di dalam Rumah Tahanan Negara Klas 1B Tanjung
Pura. Bagaimana peran keluarga ketika narapidana narkotika diusulkan pembebasan
bersyarat, pihak Rumah Tahanan Negara Klas 11B Tanjung Pura juga memberikan
penjelasan tulisan atau berbicara langsung.

Adapun beberapa kendala untuk pemberian pembebasan bersyarat sebagai
berikut ini :

1. Peraturan Perundangan-Undangan
Prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan prosesnya
sangatlah memakan waktu yang cukup lama sampai akhirnya mendapatkan

putusan diterima atau ditolak juga sangat lama.
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Kendala dari keluarga

Keluarga biasanya menjadikannya penjamin narapidana untuk dapat
mengajukan pembebasan bersyarat, apabila narapidana tidak memiliki penjamin
maka narapidana tidak bisa mengajukan pembebasan bersyarat.
Melanggar hukum disiplin dalam Rumah Tahanan Negara yang menyebabkan
narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan pembebasan bersyarat.
Kendala yang berasal dari narapidana, kendala dari narapidana itu sendiri juga
menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat.
Kendala warga masyarakat, masih kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap
narapidana, sehingga pihak Lurah atau Kepala Desa setempat terkadang menolak
atau mempersulit narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat, karena
dapat membuat masyarakat tidak nyaman dengan kembalinya narapidana
tersebut.

Dari hasil wawancara Petugas Rumah Tahanan Negara Klas Ilb Tanjung pura

yaitu Bapak Iriadi, SH, MH Selaku Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Tanjung pura,

Beliau menjelaskan tentang beberapa kendala yang dihadapi oleh Rumah Tahanan

Negara Klas 1B Tanjung Pura untuk pemberian pembebasan bersyarat terhadap

narapidana narkotika sebagai berikut :

Kendala Internal yaitu :
a. Narapidana
Adanya kelakuan tidak positif dari para narapidana seperti membuat

kerusuhan dan melakukan tindak pidana lagi yang meresahkan di Rumah
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Tahanan Negara Klas 1B Tanjung Pura dan juga selama di dalam Rumah
Tahanan Negara Klas 1B Tanjung Pura tidak menunjukkan perbuatan yang
menyesali perbuatan yang telah dilakukan narapidana sehingga masuk ke
dalam Rumah Tahanan Negara Klas 11B Tanjung Pura.

Selain itu juga sesuai dengan penetapan syarat substantif dalam
pelaksanaan pembebasan bersyarat. Tidak ada penjamin si narapidana karena
ketika narapidana bebas bersyarat karena alasan keluarga tidak ada yang
berada di Sumatera Utara, penjamin tidak ada yang mau menjamin karena
sudah dipandang pelaku kriminalisasi.

Peraturan Perundang-Undangan

Maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut bahwa
narapidana yang bersangkutan tersebut, tidak sedang menjalani pemeriksaan
perkara pidana yang lain. Seandainya narapidana tersebut sedang menjalani
proses pemeriksaan dalam perkara lain, maka dengan sendirinya narapidana
yang bersangkutan tidak akan mendapatkan haknya dalam bentuk pemberian
pemberian pembebasan bersyarat, hanya dapat 2 (dua) kali dicabut,
selanjutnya tidak ada hak lagi.

Pelaksanaan peraturan yang digunakan kepada narapidana yang wajib
dikenakan sanksi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Pegawai Rumah Tahanan Negara harus
teliti narapidana yang penerapan Peraturan Pemerintah yang wajib

digunakan. Peraturan pemerintah mengatur mengenai pembebasan bersyarat
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yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 99 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 berlaku pada tanggal 28
bulan 7 tahun 2006 dan berlaku sejak narapidana mendapat putusan hakim
yang in kracht baru terkena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006
senilai 800 juta wajib dibayar namun kebanyakan narapidana tidak dapat
membayarnya subsidernya sehingga narapidana wajib menjalani hukuman
masa pidana pengganti denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan perketatan
pemberian pembebasan bersyarat dibandingkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Sebagai salah satu contohnya Peraturan
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diwajibkan kepada warga binaan
pemasyarakatan yang mau Justice Collabulator artinya bersedia bekerja
sama dengan penyidik untuk membongkar tindak pidana yang baru atau
tindak pidana yang dilakukannya, diberlakukannya uang pengganti subsider.
Narapidana yang tidak sanggup membayar diwajibkan menggantinya dengan
pidana penjara.

Petugas Rumah Tahanan Negara

Maksud memberikan penekanan kepada seluruh Kepala Rumah

Tahanan Negara melalui kebijakannya untuk mewajibkan pembuatan

laporan penelitian kemasyarakatan awal bagi narapidana, mengingat laporan
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penelitian kemasyarakatan awal merupakan kunci dalam meningkatkan
kualitas maupun kuantitas pemberian pembebasan bersyarat.

Perlu adanya perbaikan regulasi yang mengatur tentang
penyederhanaan proses pemberian pembebasan bersyarat, terutama dalam
hal pentahapan atau hirarki Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus
menelapkan kebijakan program non fsik terutama peningkatan pengetahuan
dan pendidikan kepada petugas Rumah Tahanan Negara maupun Balai
Pemasyarakatan mengenai program pembinaan integrasi, salah satunya
pemberian pembebasan bersyarat, melakukan pendekatan serta koordinasi
kepada inslansi terkait yang diawali dengan diskusi untuk memecahkan
permasalahan yang dihadapi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat.
Administrasi

Terlalu banyaknya persyaratan administrasi yang harus di penuhi
dalam pelaksanaan pembebasan keputusan dalam pelaksanaan pembebasan
bersyarat.

Kualitas dan kuantitas petugas

Dalam proses pembinaan terhadap narapidana yang memperoleh
pembebasan bersyarat keterbatasan dalam jumlah petugas merupakan satu
kendala untuk melakukan pembinaan kepada narapidana serta masih
kurangnya kualitas petugas dalam hal pengetahuan dalam pembinaan

narapidana.
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Sarana dan prasarana

Salah satu penunjang keberhasilan dalam melakukan pembinaan
terhadap klien adalah adanya sarana dan prasarana yang memadai.
Kekurangan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun mutu telah
menjadi penghambat pembinaan. Sekiranya sarana dan prasarana menjadi
salah satu preoritas dalam pembinaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Pura hendaknya
memelihara semua sarana/fasilitas yang ada dan mendayagunakan secara
optimal.
Keluarga dan lingkungan

Kurangnya keluarga narapidana yang menjamin narapidana untuk
memperoleh pembebasan bersyarat, karena keluarga narapidana masih takut
jika narapidana mengulangi lagi tindak pidana sedangkan dalam lingkungan
narapidana belum mendapatkan tempat untuk dapat menbuktikan bahwa
narapidana dapat menjadi Warga Negara yang baik dan tidak akan

melakukan tindak pidana lagi yang dapat meresahkan masyarakat.

2. Kendala eksternal yaitu :

a.

Pegawai Rumah Tahanan Negara mengharuskan mendisiplinkan kepada
narapidana untuk berkelakuan baik agar bisa mendapatkankan pembebasan
bersyarat.

Mewajibkan perketatan dan menerapkan Peraturan Perundang-Undangan di

Rumah Tahanan Negara.
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Kurangnya jumlah petugas Rumah Tahanan Negara.

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya pembebasan
bersyarat.

Terlalu lamanya Petikan Putusan ( Ekstra VVonis ) dieksekusi dan di serahkan
kepada pihak Rumah Tahanan Negara. Hal tersebut sangat berpengaruh
kepada terlalu lamanya kelengkapan pengusulan pembebasan bersyarat si

narapidana yang hampir mendekati 2/3 dari masa penahanannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika dapat
dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1995.

2. Dasar hukum bagi narapidana untuk pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 15
KUHP dan Pasal 16 KUHP, Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan
Pemasyarakatan serta Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan
Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
PM.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

3. Upaya narapidana narkotika dan kendala Rumah Tahanan Negara Klas 1B

Tanjung Pura untuk pemberian pembebasan bersyarat yaitu Upaya narapidana
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narkotika Rumah Tahanan Negara Klas 1IB Tanjung Pura untuk pemberian
pembebasan bersyarat yaitu upaya penangulangan yang di lakukan akan
memberikan suatu penerangan sosialisasi kepada narapidana narkotika maupun
keluarganya yang datang berkunjung, juga mengaktifkan dan memproaktifkan
wali-wali narapidana yang angkat menjadi petugas. Kendala untuk pemberian
pembebasan bersyarat sebagai berikut ini : narapidana, peraturan Perundang-
Undangan, petugas Rumah Tahanan Negara, administrasi, kualitas dan kuantitas
petugas, sarana dan prasarana, keluarga dan lingkungan, pegawai Rumah
Tahanan Negara mengharuskan mendisiplinkan kepada narapidana untuk
berkelakuan baik agar bisa mendapatkankan pembebasan bersyarat, mewajibkan
perketatan dan menerapkan peraturan Perundang-Undangan di Rumah Tahanan
Negara, kurangnya jumlah petugas Rumah Tahanan Negara, melakukan
sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya pembebasan bersyarat dan

melakukan pengambilan kutipan hakim (Ekstra VVonis).

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat dikemukakan sebagai

berikut ini :
1. Agar pengaturan hukum untuk pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika
lebih ditingkatkan pengawasannya, mengingat kasus narkotika dapat mengancam
generasi bangsa, pengawas/pembina juga harus sangat memperhatikan prilaku

narapidana yang sudah berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya.
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Agar dasar hukum bagi narapidana untuk pembebasan bersyarat diterapkan
secara baik, agar narapidana mendapatkan keadilan sesuai dengan apa yang telah
diperbuatnya, sehingga narapidana mendapatkan hak-haknya.

Agar upaya narapidana narkotika a Rumah Tahanan Negara Klas 1IB Tanjung
Pura untuk pemberian pembebasan bersyarat lebih diperhatikan jadwal
pemberian pembebasan bersyaratnya, karena masih didapati narapidana yang
tidak mengetahui hak-haknya sebagai narapidana, maka petugas harus sering

mendata warga binaannya dan memberikan hak-haknya.
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